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ABSTRACT 
 
Conventional approach views that the root of poverty is inherently 
cultural factors. Indeed, structural factors outside the poor are the real 
impediments. This paper discusses three questions focusing on governance of 
antipoverty. It covers extension of the actors, policy change, and transformation 
of the poor. This paper found on the result of study applying qualitative 
approach to build understanding on initiatives of  non-state actors (NGO and 
MBO) in participating to eradicate poverty. In gathering data, researcher 
undertakes semi-structured interview. Also, this study deploys documents and 
secondary data collection to counter the interview pitfalls. 
This paper demonstrates three main findings. Governance of antipoverty has 
allowed non-state actors to extend the involvement of more various actors and 
to create a new space in the arena of pro-poor policy making. Also, initiatives 
of non-state actors have endorsed inclusive pro-poor policy, particularly the 
alteration of budget allocation. Finally, the exercise of participatory tools and 
techniques have transformed behavior and capacity of the poor as well as 
networking among the poor, NGO, MBO, and local government. Nonetheless, 
interest and ideological differences between NGO and MBO can hamper 
collaboration among them.  
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PENDAHULUAN 
Akankah Indonesia bisa mengurangi hingga setengah jumlah masyarakat miskin 
pada 2015? Realistiskah optimisme M. Yunus, peraih nobel perdamaian 2006, bahwa 
pada 2030 kemiskinan bisa dientaskan di Indonesia? Sesuaikah program pengentasan 
kemiskinan  yang saat ini dikembangkan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat 
miskin? Validkah fakta bahwa program bantuan langsung tunai (BLT) berhasil 
mengurangi jumlah orang miskin? Bisakah kebijakan desentralisasi/otonomi daerah 
mengurangi angka kemiskinan?  
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Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu isu sentral yang saat ini 
mengemuka lebih kuat. Sejak tahun 2000 gaung isu kemiskinan kembali jadi 
perhatian. Komitmen pemimpin-pemimpin negara di dunia untuk mengentaskan 
kemiskinan (millennium development goals/MDGs) kemudian menjadi rujukan. Tidak 
terkecuali di daerah.  Poin pertama dalam MDGs banyak menjadi referensi saat 
memaparkan visi pengentasan kemiskinan daerah. 
Secara normatif memang demikian. Namun, bagaimana pengalaman empirik 
selama ini? Tampaknya banyak pihak harus bersabar melihat bukti atas komitmen 
tersebut. Karena fakta di lapangan isu kemiskinan belum menjadi arus utama 
kebijakan. Daerah-daerah tampaknya kebingungan membuat prioritas banyak 
program pembangunan. Sehingga program dan kebijakan pengentasan kemiskinan 
hanya terselip di antara kebijakan lainnya. 
Di lain pihak, masyarakat di daerah menyadari situasi tersebut. Berpegang pada 
prinsip bahwa kemiskinan bukan kondisi yang terjadi begitu saja (given). Melainkan 
sebuah situasi konstruktif karena munculnya hambatan-hambatan struktural yang 
berasal dari luar diri si miskin. Seperti sistem ekonomi dan politik yang timpang, 
situasi budaya „menerima‟ yang sengaja dipelihara dan terlebih karena kebijakan 
pemerintah, pusat maupun daerah, yang tidak membuka akses bagi warga miskin 
untuk bangkit.  
Oleh karena itu, sejumlah organisasi masyarakat sipil atau civil society 
organization (CSO) di daerah, seperti LSM/Ornop, dan organisasi kemasyarakatan 
Islam atau moslem mass-based organization (MBO) mengembangkan sejumlah 
inisiatif untuk menghilangkan, atau setidaknya meminimalisir,  rintangan struktural 
tersebut. Yaitu sebagai upaya mendorong perubahan kebijakan yang berpihak pada 
masyarakat miskin. 
 
Akar Konseptual 
Menguatnya konsep governance sejak tahun 1990-an, merupakan diskursus 
baru yang mengubah konsep pemerintahan konvensional. Wacana yang diusung 
berbagai lembaga multilateral ini kemudian dengan cepat menyebar ke banyak 
Negara.  Mereka meletakan landasan logis bahwa penerapan konsep dan prinsip 
governance akan menghasilkan banyak manfaat. Seperti, peningkatan iklim investasi, 
meningkatnya kualitas pembangunan sosial, peningkatan kualitas kehidupan politik, 
kemampuan mengentaskan kemiskinan, dan keuntungan lainnya. 
 Keyakinan tersebut berawal dari kuatnya daya tarik konsep governance, yang 
mengubah cara berpikir tata kelola pemerintahan sebelumnya. Dari aktor tunggal dan 
dominan pada situasi multi aktor dan setara. Pemerintahan bukan domain tunggal 
eksekutif dan legislatif semata, melainkan wilayah beraktivitas yang sah pula bagi 
aktor non-pemerintah. 
Seperti yang diungkapkan Kaufman dkk (2004): 
Governance is defined broadly as the traditions and institutions by which 
authority in a country is exercised. This includes the process by which 
governments are selected and replaced, the capacity of the government to 
formulate and implement sound policies, and the respect of citizens and the 
state for the institutions that govern economic and social interactions among 
them. 
  Heywood (2002) lebih memperjelas; Governance refers to the various ways 
through which social life is coordinated. … The principal modes of governance are 
markets, hierarchies and networks.  
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Oleh karena itu, pemerintah (government) adalah salah satu institusi yang 
terlibat dalam governance. Bahkan memungkinkan situasi governance without 
government (Rhodes, 1996 dalam Heywood, 2002). 
Dalam perkembangan selanjutnya, penerapan terminologi governance 
menghasilkan konsekuensi kaburnya perbedaan negara/pemerintah dengan 
masyarakat (Heywood, 2002). Semua ini merupakan hasil dari perubahan-perubahan 
dalam pengelolaan urusan-urusan publik. Misal, keterlibatan swasta dalam pelayanan 
publik (public-private partnership), perkembangan bentuk-bentuk baru manajemen 
publik (public management), hingga menguatnya peran aktor non-pemerintah dalam 
jejaring proses kebijakan (policy networks).  
Sementara pihak lain ada juga yang mengasosiasikan bahwa desakan penerapan 
governance telah mengubah mekanisme perintah dan pengawasan (command and 
control) menuju konsultasi dan negosiasi (consultation and bargaining) (Heywood, 
2004). Oleh karena itu governance adalah satu bentuk reposisi peran pemerintah. 
Awalnya cenderung merupakan aktor dominan dan tunggal menjadi multi aktor yang 
saling bernegosiasi dalam pengelolaan urusan publik. 
Bagian berikut akan memaparkan governance dalam konteks perubahan jejaring 
proses kebijakan. Yaitu berintikan aktor yang terlibat dan dampak dari negosiasi 
mereka dalam jejaring proses kebijakan. Yang selanjutnya akan menjadi alat analisis 
pertama atas perubahan kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin. 
   
Perubahan Policy Networks: Analisis Perubahan Kebijakan  
Perubahan dalam jejaring proses kebijakan adalah salah satu manifestasi 
governance yang paling menonjol. Terjadinya perubahan kebijakan adalah hasil dari 
konsultasi dan negosiasi antara aktor formal (pemerintah) dan non-formal. Hasil dari 
perdebatan antar aktor ini adalah berupa kebijakan baru dan dampaknya. Dalam 
konteks makalah ini, yaitu perubahan kebijakan yang berpihak pada masyarakat 
miskin. 
Selain sebagai satu indikator penting governance (Heywood, 2002), policy 
networks merupakan salah satu kajian dalam ilmu kebijakan yang memokuskan pada 
proses formulasi kebijakan. Secara progresif, policy networks menganalisis dinamika 
antar aktor dalam pembuatan kebijakan untuk menghasilkan dampak kebijakan yang 
diinginkan. 
Howlett (2002) mengemukakan, …Conceptually, it has helped to address 
several important questions relating to the role of actors, ideas and interest in policy-
making processes. Sementara Downing menambahkan, …the notion of a policy 
networks is essentially a metaphorical term characterizing group-government 
relations. (dalam Evans, 2001). Untuk kepentingan praktis, policy networks 
menyajikan satu model struktur dan operasi dari proses kebijakan di mana pemerintah 
dan aktor-aktor kebijakan lainnya bisa terlibat untuk memperbaiki desain dan 
mempengaruhi dampak kebijakan (de Bruijn dan Huevelhof, dalam Howlett, 2002). 
Dalam konteks governance, maka perubahan policy networks adalah wujud 
kongkrit dari perbaikan proses kebijakan, khususnya formulasi kebijakan. Arah 
menuju perubahan governance pemerintah tidak lagi mendominasi proses pembuatan 
kebijakan. Melainkan memberi kesempatan, berkonsultasi dan bernegosiasi dengan 
aktor-aktor non-pemerintah, terutama yang akan mengalami dampak dari kebijakan.  
Debat dan diskusi antar aktor ini tiada lain, secara normatif, sebagai arena untuk 
menghasilkan kebijakan dan dampaknya yang bermanfat bagi kemajuan kehidupan 
sosial, ekonomi, dan politik bagi semua. 
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Untuk kepentingan analisis atas inisiatif organisasi masyarakat sipil (CSO) dan 
organisasi massa Islam (MBO), makalah ini melakukan dua level analisis. Pertama, 
analisis deskriptif. Lainnya adalah analisis ekspalanatif. Analisis pertama berupaya 
mengambarkan komposisi struktur dalam policy networks. Sementara analisis kedua 
memokuskan pada transformasi policy networks. 
Analisis deskriptif didasarkan pada keberadaan aktor yang terlibat dalam policy 
networks untuk menghasilkan perubahan kebijakan. Menurut, Evans (2001) ada tiga 
indikator utama untuk melihat struktur dari policy networks. Pertama, ide dan 
tindakan. Ini berusaha mengambarkan kontribusi ide dan tindakan yang dilakukan 
oleh aktor dalam policy networks, tepatnya dalam proses pembuatan kebijakan. 
Kedua, kepentingan. Setiap aktor memiliki kepentingan atas keterlibatannya 
dalam jejaring proses kebijakan. Yaitu, berupa manfaat dan kerugian atas 
keterlibatannya dalam jejaring proses kebijakan. Terakhir, kekuasaan (power). Ini 
merujuk pada kapasitas masing-masing aktor untuk mengarahkan hasil kebijakan. 
Sehingga bisa diketahui siapa yang lebih dominan dari yang lain, atau siapa mengikuti 
siapa. Meskipun demikian, pada level ini, analisis dilakukan hanya sebatas untuk 
menggambarkan tidak untuk mengungkap atau menginvestigasi realitas emprik. 
Analisis transformasi jejaring proses kebijakan adalah yang paling penting 
dalam studi ini. Yaitu, berupaya menjelaskan perubahan yang terjadi dalam policy 
networks sekaligus mengetahui apa yang menyebabkan perubahan terjadi. Perubahan 
bisa terjadi dalam dua hal, yaitu, pertama,  perubahan kebijakan. Kedua, perubahan 
aktor atau struktur yang terlibat dalam policy networks.  
Sementara arah menuju governance antikemiskinan adalah berupa transformasi 
policy networks yang semakin membuka banyak akor terlibat dan kualitas keterlibatan 
yang lebih baik. Selain itu, perubahan policy networks ini berdampak pada perubahan 
kebijakan dan transformasi situasi masyarakat miskin itu sendiri. 
Berdasarkan inidikator analisis deskriptif di atas, maka untuk mengetahui 
perubahan kebijakan dan aktor berdasarkan pada dua indikator yang digunakan, yaitu 
perubahan pada ide (substansi) kebijakan  dan aktor kebijakan. Perubahan diidentikan 
dengan hadirnya ide kebijakan dan aktor baru. 
Berdasarkan dua indikator ini, maka ditentukan model operasional perubahan 
kebijakan untuk mengetahui kadar perubahan pada tataran (substansi) kebijakan. 
Sebagaimana dikembangkan oleh Howlett (2002). 
  
Masuknya ide baru 
 
Masuknya aktor baru 
Ya Tidak 
Ya 
Tidak  
Tujuan-Tujuan Kebijakan 
Jenis-jenis instrumen kebijakan 
Jenis-jenis program 
Komponen-komponen instrumen 
 
Dua jenis perubahan dalam perubahan kebijakan adalah perubahan akhir 
pembuatan kebijakan, berupa perubahan tujuan kebijakan dan yang lebih kongkrit 
yaitu perubahan jenis-jenis programnya. Sementara perubahan yang lain adalah 
perubahan pada tingkat instrumen atau alat kebijakan.  Untuk mengukur perubahan 
kebijakan lebih difokuskan pada perubahan tujuan kebijakan dan jenis-jenis program 
untuk implementasinya. 
Sementara untuk mengetahui perubahan pada tataran aktor (subsistem) 
kebijakan Howlett mengembangkan model konfigurasi subsistem kebijakan (2002). 
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Penerimaan thd ide baru 
 
Penerimaan terhadap aktor baru 
Tidak Ya 
Tidak 
Ya 
Subsistem tertutup 
Subsistem kompetitif 
Subsistem resisten 
Subsistem terbuka 
 
  Berdasar pada tingkat keterbukaan subsitem/aktor (keterlibatan) dalam 
pembuatan kebijakan, maka transformasi keterlibatan aktor ditentukan oleh tingkat 
penerimaan jejaring proses kebijakan terhadap ide dan aktor baru. Semakin terbuka 
terhadap kehadiran dua indikator itu, maka semakin terbukalah subsitem dalam 
jejaring proses kebijakan ini. Untuk konteks governance antikemiskinan, setidaknya 
arah transformasi aktor ini berada pada kategori subsistem kompetitif dan subsistem 
terbuka. 
 
Ke arah Partisipasi Instrumental, Transformatif atau Elite Capture?:  
Menilik Perubahan pada Tingkat Masyarakat 
 
Analisis pada tingkat masyarakat dan/atau institusi dibutuhkan untuk 
mengetahui perubahan perilaku masyarakat maupun institusi yang menjadi bagian 
dari proses advokasi. Terjadinya perubahan perilaku sesuai tujuan advokasi yang 
diharapkan. Keterlibatan masyarakat miskin maupun institusi dalam policy networks 
diharapkan mampu menghasilkan satu perubahan sikap dan  situasi yang 
memungkinkan stabil dan berlanjutnya partisipasi mereka. Sehingga pada saatnya, 
masyarakat miskin bisa mandiri memanfaatkan teknik sosial yang mereka dapat dari 
hasil advokasi. Atau institusi pemerintah mampu menciptakan alokasi saluran dan 
suara yang permanen untuk masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan. 
Bagi masyarakat miskin, perubahan sebuah policy networks berarti perubahan 
keterlibatan mereka di dalamnya. Perubahan bukan hanya terjadi dalam tataran teknis 
partisipasi, melainkan dampaknya terhadap mereka. Bagian ini menyampaikan alat 
analisis untuk mengetahui hal tersebut. 
Dalam bagian ini definisi partisipasi yang digunakan tidak merujuk pada satu 
bidang ilmu khusus, karena definisi partisipasi memiliki arti yang berbeda-beda 
berdasarkan konteks dan ahli yang mendefinisikannya (Mayer, 1997). Namun, secara 
umum partisipasi bisa dipahami dalam dua pandangan utama, yaitu perspektif teori 
pluralisme dan demokrasi langsung. Dalam perspektif pertama, konsep partisipasi 
lebih difokuskan pada representasi kepentingan, terutama melalui kelompok-
kelompok kepentingan dan struktur politik lainnya. Sementara untuk yang kedua, 
partisipasi merupakan sebuah bentuk keterlibatan dan pengaruh langsung individu 
atas pengambilan sebuah keputusan (Mayer, 1997).  
Sementara itu, dalam diskursus teori pembangunan, pendekatan terhadap 
partisipasi ternyata lebih luas lagi, yaitu sebagai kontribusi masyarakat untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan dan dalam mempromosikan 
proses-proses demokratisasi dan pemberdayaan (Cleaver 2002, dalam Cooke dan 
Kothari, 2002). Kedua pendekatan ini, juga banyak dikenal sebagai partisipasi dalam 
dikotomi instrumen (means) dan tujuan/transformasi (ends). Lebih kongkrit lagi 
Cleaver menambahkan, dalam argumen efisiensi, partisipasi  adalah sebuah instrumen 
atau alat untuk mencapai hasil dan dampak program/proyek/kebijakan yang lebih 
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baik. Sedangkan dalam argumen demokratisasi dan pemberdayaan, partisipasi adalah 
sebuah proses sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas individu-individu 
sehingga menghasilkan sebuah perubahan yang positif bagi kehidupan mereka (dalam 
Cooke dan Kothari, 2002). 
Perbedaan cara pandang atas partisipasi dalam konteks pembangunan seperti di 
atas, akan memberikan implikasi yang berbeda dalam melakukan analisis terhadap, 
pertama, hubungan kekuasaan dalam perubahan policy networks. Kedua, cara 
bagaimana komunitas target mendapatkan manfaat dari proses policy networks. 
Dalam perspektif instrumental, hubungan antara masyarakat sebagai sasaran program 
dan pengambil kebijakan relatif tidak terjadi, dengan kata lain tidak ada interaksi 
antar kedua pihak. Sehingga desain program/atau kebijakan pembagunan yang dibuat 
lebih banyak atau bahkan sepenuhnya berada di tangan para elit lokal (community 
leader). Sementara masyarakat penerima manfaat hanyalah terlibat seputar 
implementasi program/kebijakan, atau hanya menjadi tukang yang mengerjakannya 
(Parfitt, 2004). 
Sebaliknya, pendekatan transformatif memandang bahwa  hubungan kekuasaan 
dalam sebuah proses yang partisipatif harus mengarah pada upaya-upaya perubahan 
dan pemberdayaan dari masyarakat target itu sendiri. Sehingga harus ada kesamaan 
hubungan kekuasaan dalam perencanaan maupun pelaksanaan program/kebijakan 
pembangunan. Masyarakat target harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi 
secara langsung, sehingga mereka tahu apa yang diputuskan dan manfaat yang akan 
diambil pada saat program diimplementasikan dan selesai dijalankan (Parfitt, 2004). 
Maka dari itu, pengertian partsipasi instrumental dan transformatif dalam bagian ini, 
mengacu pada referensi yang telah dipaparkan di atas. 
Konsep ketiga dalam kerangka analisis ini adalah elite capture. Konsep ini 
dimaknai sebagai sebuah situasi di mana pejabat lokal, tokoh masyarakat, LSM, 
birokrasi dan aktor-aktor lain yang terlibat langsung dengan program-program 
melakukan praktik-praktik yang jauh dari prinsip partisipasi. Lebih jauh dari itu, 
terjadi pengambilan keputusan dan implementasi program sepihak dengan tujuan 
untuk mendapatkan manfaat individual yang tidak sejalan dengan tujuan program 
yang partisipatif. Dalam proses yang partisipatif, elite capture merupakan implikasi 
negatif dari hubungan kekuasaan dan upaya mendapatkan manfaat dari proses 
tersebut, yang tentunya lebih pada kerugian bagi masyarakat penerima manfaat.   
Platteau (2004) memberikan kategori kongkrit tentang praktik elite capture 
berdasarkan studi kasusnya di Afrika Barat, yang dikategorikan ke dalam beberapa 
kondisi dan konteks hubungan antara lembaga pelaksana program dan lembaga 
pemberi bantuan (donor). Pertama, elite capture terjadi pada suatu konteks di mana 
kemampuan untuk berinteraksi dengan pihak donor didominasi atau terkonsentrasi 
pada sekelompok kecil elit saja. Sementara daya tawar masyarakat biasa atau calon 
penerima manfaat sangat lemah, sehingga mereka tidak mampu berbuat banyak pada 
saat distribusi dari manfaat program dilakukan.  
Berikutnya, adanya dampak situasi pertama terhadap manfaat program yang 
diterima masyarakat target. Karena tidak terjadinya tranparansi atau hubungan 
informasi yang asimetris, maka sekecil apapun manfaat yang diterima masyarakat 
target, tentunya akan dimaknai dengan rasa terima kasih terhadap pelaksana program. 
Meskipun pada saat yang sama, pelaksana program menikmati keuntungan yang lebih 
besar dari program yang dieksekusinya untuk kepentingan pribadi atau organisasinya, 
dan masyarakat tidak mengetahuinya. Terakhir, terjadinya upaya untuk mengubah 
tujuan awal program yang sudah ditetapkan dan disepakati dengan lembaga pemberi 
dana (domestik maupun asing). Sehingga posisi pelaksana  program tidak lebih dari 
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sekedar “makelar pembangunan” (development broker) (Platteau, 2004). Konsep 
ketiga akan digunakan terutama untuk mengkaji metode partisipasi yang digunakan 
sekaligus hubungan antara masyarakat dan pelaksana program pembangunan, juga 
kemungkinan-kemungkinan implikasinya.  
 
Karakter Partisipasi 
Elite Capture Instrumental Transformatif 
 Untuk kepentingan elit/pemilik 
otoritas 
 Partisipasi atas dasar 
kepentingan elit 
 Tidak terjadi hubungan 
kekuasaan 
 Elit mendapat manfaat 
individual sepihak 
 Tidak transparan  
 Untuk efisiensi dan 
efektifitas  
 Partisipasi sebagai 
instrumen 
 Legitimasi partisipasi 
 Tidak terjadi hubungan 
kekuasaan 
 Masyarakat sebagai tukang 
 Transparan 
 
 Untuk demokratisasi dan 
demberdayaan 
 Partisipasi sebagai tujuan 
 Perubahan kapasitas 
masyarakat 
 Terjadi hubungan 
kekuasaan 
 Masyarakat terlibat 
langsung 
 Transparan 
 
Kemudian, bagaimana menilai perubahan governance antikemiskinan? Gambar 
1 berikut ini merupakan model berpikir bagaimana menilai perubahan policy networks 
sebagai indikator perubahan governance antikemiskinan dalam studi ini. Perubahan 
policy networks terjadi dalam dua hal. Pertama, perubahan kebijakan yang berpihak 
pada masyarakat miskin, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi lokal 
dan penganggaran. Terdapat dua bentuk perubahan dalam kategori ini, yaitu 
perubahan substansi kebijakan yang diadvokasi dan perubahan aktor yang terlibat. 
Arah perubahan substansi kebijakan diupayakan semakin berpihak pada masyarakat 
miskin. Sementara dari sisi aktor, bukan saja semakin banyak kelompok masyarakat 
miskin dan pembelanya yang terlibat dalam policy networks, melainkan juga 
akomodasi suara mereka dalam perubahan kebijakan. 
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 Kelompok 
kepentingan
Dinas, Badan, 
Kantor
Eksekutif 
daerah
Lembaga 
Legislatif
Agen-agen
Jaringan lain
Lingkungan Kebijakan
Lembaga non-
pemerintah
Lembaga 
Internasional
Lingkungan Kebijakan
Policy networks: Sintesis interaksi antar organisasi, aktor, struktur
Dampak network terhadap lingkungan kebijakan 
Perubahan 
Kebijakan
Transformasi 
Masyarakat 
Miskin
Perubahan 
aktor
Transformasi 
Masyarakat 
Miskin
Sumber: Diadopsi dari Marsh dan Smith (2000) dan Howlett (2002) 
Gambar 1  Analisis Perubahan Jejaring Kebijakan (Policy networks)
 
 
Perubahan kedua berupa transformasi masyarakat miskin. Yaitu terjadinya 
perubahan kondisi dan sikap masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan. Terutama 
kebijakan yang berpihak pada mereka. Perubahan terjadi pada kemampuan dalam 
advokasi kebijakan, kesadaran untuk memperbaiki nasib mereka, hubungan dengan 
pemerintah lokal dan kesadaran berpartisipasi dalam perubahan kebijakan.  
Berdasar kerangka analisis tersebut, makalah ini berusaha menganalisis 
governance antikemiskinan sebagai dampak dari pelaksanaan program Civil Society 
Initiatives Against Poverty (CSIAP). Program ini merupakan hasil kerjasama antara 
Department for International Development (DFID), the Asia Foundation (TAF) dan 
organisasi-organisasi (non-pemerintah) mitra kerja di Jawa Timur, Jawa Tengah dan 
Nusa Tenggara Barat.  
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Inisiatif-Inisiatif Antikemiskinan LSM dan Ormas Islam di Tiga Propinsi 
 
Pengalaman yang dipaparkan dalam makalah ini merupakan fakta empiris 
implementasi prinsip kemiskinan sebagai problem struktural. Sejumlah inisiatif untuk 
memberdayakan dan mendorong warga miskin agar berusaha menerobos rintangan 
struktural merupakan inti dari aktivitas sejumlah LSM dan Ormas Islam di beberapa 
kota dan kabupaten di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB). 
Makalah ini berusaha merekam aktivitas mereka yang berhasil dan terus berjalan.  
 
Dari ‘Government’ ke ‘Governance’ 
Ketika pemerintah secara ekslusif merumuskan, memformulasikan, 
mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan secara 
mandiri, maka ini merupakan wujud government.  Karena pada intinya pemerintah 
menjadi single actor yang tidak memberi kesempatan pada aktor lain di luar 
pemerintah untuk terlibat. Perubahan ke arah governance terjadi bila kebijakan 
pengentasan kemiskinan melibatkan multi-actor. Bahkan akan lebih baik bila warga 
miskin terlibat langsung dalam perubahan kebijakan hingga betul-betul 
memberdayakannya. 
Dalam makalah ini indikasi perubahan ke arah governance atas kebijakan 
pengentasan kemiskinan terjadi dengan adanya perubahan jejaring proses kebijakan 
(policy networks). Terdapat dua perubahan pada tingkat kebijakan, yaitu perubahan 
substansi kebijakan itu sendiri. Yakni ditandai oleh masuknya ide-ide baru dari aktor 
di luar pemerintah, seperti LSM, ormas dan masyarakat miskin sendiri. Pada saat 
yang sama terjadi pula perubahan komposisi aktor yang terlibat dalam policy 
networks antikemiskinan. Indikasinya melalui penerimaan terhadap munculnya aktor-
aktor baru yang terlibat. 
Perubahan kedua terjadi pada masyarakat miskin dan institusi yang selama ini 
menjadi hambatan bagi mereka untuk berubah. Bagi masyarakat miskin, perubahan 
sebuah policy networks berarti perubahan keterlibatan mereka di dalamnya. 
Perubahan bukan hanya terjadi dalam tataran teknis partisipasi, melainkan dampaknya 
terhadap mereka. Yakni berupa perubahan perilaku dan/atau peningkatan kapasitas 
masyarakat. Perubahan pada institusi pemerintah berupa kesediaannya menerima 
masukan aktor non-pemerintah dan komitmen meningkatkan akses terhadap warga 
miskin. 
Selain itu, meski partisipasi menjadi komitmen namun bukan sebatas instrumen 
untuk melegitimasi keterlibatan orang kiskin saja. Pada saat yang sama menjadi media 
pemberdayaan dan penguatan suara orang miskin. Sehingga tujuan pengentasan 
kemiskinan bisa tercapai, karena si miskin mengalami transformasi kultural dalam 
perilaku dan struktural dalam pengambilan kebijakan.  
 
Perluasan Aktor 
Berdasar data dari sepuluh kasus terpilih, semuanya memperlihatkan terjadinya 
perubahan aktor. Inisiatif-inisiatif yang dikembangkan ormas Islam dan LSM relatif 
berhasil menciptakan ruang baru dalam arena perubahan kebijakan pengentasan 
kemiskinan.  
LSM dan/atau ormas Islam berperan sebagai inisiator. Selain itu mereka 
bertindak sebagai negosiator dengan pemerintah daerah untuk merubah kebijakannya. 
Kasus paling kentara terlihat dalam inisiatif perubahan kebijakan penataan pedagang 
kaki lima (PKL) di Surabaya oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan advokasi 
alokasi anggaran pelayanan kesehatan yang memadai di Solo oleh Pusat Telaah dan 
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Informasi Regional (PATTIRO). Atau militansi sejumlah LSM, seperti YKSSI 
(Yayasan Keluarga Sehat dan Sejahtera Indonesia), YPKM, LSBH (Lembaga Studi 
dan Bantuan Hukum), lembaga olah hidup (LOH) dan Silaturahmi untuk Advokasi 
Rakyat bagi Kesejahteraan (SUAKA), yang beraliansi dengan organisasi 
kemasyarakatan Islam dan tokoh agama di NTB. Semuannya menjadi negosiator 
handal hingga menghasilkan perubahan alokasi anggaran yang memperbesar alokasi 
bagi si miskin. Inisiatif mereka berhasil meningkatkan ruang publik baru sekaligus 
peran penting dalam perubahan kebijakan antikemiskinan. 
Kasus-kasus tersebut menunjukkan relatif berhasilnya LSM dan ormas Islam 
mengurangi resistensi pihak eksekutif dan legislatif daerah dalam perubahan 
kebijakan, bahkan hingga propinsi. Pemerintah dan daerah tidak bersikap antiLSM 
atau antiormas Islam. Contoh, seperti kasus advokasi diskriminasi pelayanan 
kesehatan oleh ALIT di Surabaya. Dalam hal ini, ALIT secara bertahap menjadikan 
pihak dinas kesehatan dan dinas sosial serta dua rumah sakit besar milik pemerintah 
menerima kehadirannya dalam perubahan kebijakan pelayanan. Bahkan contoh paling 
menonjol, seperti pemberian tawaran pemkot untuk membuat naskah akademis Perda 
Kesehatan kepada PATTIRO Solo. Meski pada akhirnya ditolak demi alasan strategis 
advokasi. 
Selain LSM dan ormas Islam, perluasan aktor bahkan melibatkan masyarakat 
miskin dan masyarakat partisipan (beneficiaries). Pelibatan PKL dalam perumusan 
hingga implementasi advokasi kebijakan penataan PKL di Surabaya merupakan salah 
satu contoh. Atau yang spektakuler adalah pelibatan masyarakat di 63 desa, dari total 
124 desa, dalam jejaring rembuk warga di Lombok Tengah. Cara-cara pendekatan 
informal yang diterapkan LSM SUAKA dan tim inti yang berasal dari warga sendiri, 
seperti undangan melalui pengeras suara di mesjid-mesjid dan undangan lisan, 
berhasil mengorganisir warga biasa untuk terlibat membicarakan persoalan anggaran 
yang selama ini tidak berpihak pada rakyat.  
Organ-organ masyarakat lain yang berkontribusi besar adalah kelompok PKK 
(peningkatan kesejahteraan keluarga). Organisasi yang dimotori ibu-ibu ini terlibat 
dalam pelaksanaan program-program yang lebih membuka akses masyarakat miskin. 
Begitu pula dengan tokoh-tokoh kultural serta agama. Tentu dengan tetap 
memperhitungkan kekurangan-kekurangannya.  
Kekuatan media massa, terutama media cetak,  berkontribusi besar membantu 
keberhasilan perubahan kebijakan. Media berperan memberitakan sekaligus 
membangun opini publik atas advokasi yang dilakukan LSM dan ormas. Peran media 
sangat menonjol pada advokasi pendidikan di Malang, kesehatan di Solo dan advokasi 
anggaran di NTB. Kekuatan advokasi terutama terletak pada pemberitaan kasus-kasus 
yang kemudian direspon pemerintah daerah.  
  Meski belum sampai taraf perubahan permanen, penerimaan terhadap aktor-
aktor yang berasal dari luar pemerintah telah menghasilkan perubahan hubungan 
kekuasaan. Keterlibatan LSM, ormas, dan aktor lainnya dalam konsultasi dan 
negosiasi perubahan kebijakan, merupakan indikasi yang patut dicermati.  
 
Perubahan Kebijakan  
Perubahan tujuan dan instrumen kebijakan merupakan tujuan utama dalam 
sepuluh kasus yang menjadi subjek riset ini. Inisiatif yang dikembangkan LSM dan 
ormas berusaha mendorong perubahan kebijakan hingga berpihak pada masyarakat 
miskin. Artinya, ide-ide baru antikemiskinan telah masuk ke wilayah kebijakan 
pemerintah daerah. 
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Perubahan alokasi anggaran merupakan yang paling populer di dorong oleh LSM 
dan ormas Islam. Betul saja, sebagian besar usaha mereka menghasilkan alokasi 
anggaran yang lebih besar bagi peningkatan akses orang miskin. Sebut saja 
peningkatan alokasi anggaran pembinaan PKL di Surabaya yang meningkat dari 
sekitar Rp 4 milyar pada 2006 menjadi Rp 6 milyar pada 2007. Sebagian besar alokasi 
anggaran ini diperuntukan bagi prmberian fasilitas khusus berjualan para PKL. 
Contoh perubahan alokasi anggaran lainnya terjadi di Kota Surakarta. Koalisi 
kader Posyandu dan Ormas Perempuan Islam yang difasilitasi PATTIRO Solo 
berhasil mendesak pemkot menggalokasikan anggaran lebih yang berkenaan dengan 
si miskin. Yang paling besar adalah peningkatan alokasi anggaran puskesmas rawat 
inap, yang awalnya tidak dianggarkan pada 2005 menjadi hampir RP 1,7 milyar pada 
2006. Seperti diketahui, fasilitas rawat inap di puskesmas adalah yang paling dekat 
dan mungkin diakses masyarakat miskin secara cuma-cuma, sebelum menjangkau 
rumah sakit. Perubahan yang lain adalah  berupa peningkatan alokasi anggaran untuk 
pelatihan dan kaderisasi posyandu di tingkat RW. Semula tidak dianggarankan dalam 
rancangan APBD 2006, namun koalisi berhasil mendesaknya hingga dianggarkan 
hampir Rp 500 juta. 
Contoh lain perubahan kebijakan beberapa kabupaten di NTB. Menyadari 
predikat buncit untuk angka kemiskinan, inisiatif-inisiatif perubahan anggaran yang 
berpihak pada masyarakat miskin berlangsung lebih militan dan massif. Realokasi 
anggaran adalah cara salah satu cara efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Meski 
belum dikatakan berubah secara maksimal, namun advokasi ini mulai membuahkan 
hasil. Di Lombok Timur misalnya, koalisi LSBH dengan warga miskin, wartawan, 
mahasiswa, dan LSM mendorong alokasi anggaran kesehatan meningkat dari total 
APBD 2006 sebesar 5,5% menjadi 6,3% atau setara Rp 35,2 milyar. Dari alokasi 
tersebut terdapat uang RP 1,5 milyar untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin 
disalurkan melalui PT Askes.  Sementara itu, meskipun dari sisi jumlah menurun 
untuk bidang pendidikan, namun alokasi belanja publik meningkat dari 87,9% pada 
2005 menjadi 91,1% pada 2006.      
Sementara di Sumbawa Besar, upaya perubahan yang didorong LOH bersama 
sejumlah elemen lokal mulai terlihat. Misalnya, penurunan alokasi belanja aparatur 
sebesar 60% pada APBD 2006 dibanding APBD 2006. Akhirnya mendorong 
realokasi belanja public bidang kesehatan, hingga meningkat 100%. Selain itu hasil 
assessment kebutuhan warga miskin yang dilakukan LOH bersama warga berhasil 
didesakkan pada pihak eksekutif dan legislatif. Sehingga akomodasi suara warga 
tersebut berujung pada alokasi anggaran sebesar Rp 14.398.724.849 dalam APBD 
2006. Anggaran tersebut digunakan untuk perbaikan sarana pendidikan yang hampir 
ambruk dan penambahan ruang kelas. Selain itu pembangunan infrastruktur juga 
dilakukan, dan yang paling besar dialokasikan untuk alokasi dana desa sebanyak Rp 
12,7 milyar untuk 114 desa. 
Perubahan kebijakan berwujud pula perubahan pendekatan perlakuan terhadap 
masyarakat miskin. Sebut saja peningkatan sensitifitas sekolah-sekolah dan dinas 
pendidikan di Kota Malang terhadap siswa yang berasal dari keluarga miskin.  
Pemberian form T4 (tempat tinggal tidak tetap) dan perbaikan sikap dan prosedur 
pelayanan bagi keluarga anak jalanan di RS dr Soetomo Surabaya. Pun perubahan 
berangsur dari penertiban dan penggusuran ke arah penataan dan pemberdayaan PKL 
di Surabaya. Tidak kalah pentingnya perubahan institusi pemerintah daerah, seperti 
didirikannya dinas khusus yang menangani sektor informal di Surabaya. 
Diterimanya penggunaan perangkat partisipatif untuk mengaggregasi dan 
menampung suara warga miskin merupakan hal positif. Ini menandakan perubahan 
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dari sisi masuknya ide baru yang berasal dari LSM dan Ormas Islam. Misalnya, 
penerimaan pedoman penyusunan RAPBS partisipatif di Malang dan Surabaya oleh 
sekolah-sekolah negeri dan swasta beserta dinas pendidikan. Diterimanya hasil-hasil 
rembuk warga desa di Lombok Tengah hingga terbentuknya dewan pertimbangan 
anggaran (DPA) di NTB. DPA merupakan hasil nyata koalisi LSM dan Ormas Islam 
untuk mendorong alokasi anggaran agar lebih berpihak pada masyarakat miskin.  
Terbentuknya DPA merupakan awal bagi terlibatnya instrumen konsultasi partisipatif 
dalam pengelolaan anggaran di NTB. 
   Meskipun belum sampai pada perubahan peraturan daerah (perda), namun 
indikasi ke arah tersebut sudah muncul. Contoh, proses penyusunan Perda Kesehatan 
di Surakarta. Perda ini bukan saja berusaha menelurkan sistem pelayanan kesehatan, 
melainkan juga berupaya menjamin akses kesehatan masyarakat miskin. 
 
Transformasi Masyarakat Miskin 
Perbedaan instrumen partisipasi antara program yang diusung organisasi 
masyarakat dan pemerintah terletak pada karakternya. Pemerintah daerah 
menggunakan mekanisme partisipatif sebatas alat atau instrumen. Teknik-teknik 
seperti focus group discussion (FGD), participatory rural appraisal (PRA), dan 
technology of participation (TOP) digunakan untuk mencapai efektifitas pengentasan 
kemiskinan. Misalnya dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Sementara 
LSM dan Ormas bukan saja memanfaatkan teknik partisipasi, namun pada saat yang 
sama mendorong perubahan terhadap masyarakat miskin. Artinya mendorong mereka 
lebih berdaya dan membangun karakter demokrasi di antara mereka. 
Berdasar sepuluh kasus yang diteliti dalam studi ini, seluruhnya menggunakan 
teknik-teknik partisipasi untuk mendorong perubahan. Dampak dari partisipasi ini 
adalah terjadinya transformasi masyarakat miskin. Perubahan yang terjadi, muncul 
dalam dua wujud utama. Pertama, perubahan perilaku dan kapasitas masyarakat. 
Kedua, terbentuknya jejaring/organisasi di antara masyarakat dan institusi yang 
terlibat dalam program. 
   Perubahan pertama ditandai oleh meningkatnya kesadaran kritis di antara 
warga miskin dan masyarakat lainnya. Misalnya, perubahan yang terjadi pada 
kalangan PKL Surabaya. Mereka menjadi lebih mengerti aturan yang mengikat 
mereka. Pada saat yang sama mereka pun menjadi lebih kompromistis, tidak anarkis 
dalam menghadapi penertiban.  Begitu pula dengan keluarga anak jalanan di 
Surabaya, mereka semakin sadar akan hak-hak kesehatan mereka. Pun, bila berobat ke 
rumah sakit bisa berargumen saat mendapat pelayanan diskriminatif.  
Masyarakat desa di Lombok Tengah menghimpun diri dalam forum rembuk 
warga untuk menyuarakan kepentingan mereka dalam alokasi anggaran yang berpihak 
rakyat. Bahkan lebih jauh lagi, mereka lebih berdaya untuk terlibat dalam arena 
politik pemilihan kepala desa. Hingga dalam rangkaian Pilkada 2006 lalu di 84 desa, 
sejumlah 34 desa dimenangkan calon yang diusung jejaring rembuk warga yang ada 
di 63 desa. Begitu pula dengan pelibatan ormas Islam di Kebumen oleh INDIPT 
(Institute for Social Strengthening Studies). Kesadaran kritis akan gerakan ormas yang 
juga menghitung faktor struktural berupa kebijakan desa, sebagai bentuk transformasi 
lainnya.  
Perubahan kedua tidak kalah pentingnya. Terbentuknya jejaring antara warga 
atau kelompok warga merupakan bentuk transformasi. Jejaring ini bukan hanya 
berfungsi menambah kekuatan pro-perubahan secara numerik, tetapi juga untuk 
mempertahankan kontinuitas upaya perubahan sekaligus kemandirian masyarakat. 
Terbentuknya GPKLS di Surabaya yang berubah wujud menjadi SPEKAL (serikat 
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pedagang kaki lima) Surabaya, merupakan upaya menyatukan aspirasi sektor informal 
yang selama ini termarjinalkan. Jejaring sekolah di Surabaya, koalisi ormas 
perempuan dan posyandu di Surakarta, lahirnya embrio sinergi gerakan NU dan 
Muhammadiyah di Kebumen soal kemiskinan. 
Yang paling spektakuler, koalisi LSM di NTB berhasil mendorong 
bergabungnya ormas-ormas Islam untuk berkomitmen membumikan proses 
penganggaran hingga ke masyarakat bawah.  Kelahiran dewan pertimbangan 
anggaran (DPA) NTB merupakan fakta penting transformasi masyarakat. Wadah 
bersama tersebut anggotanya berintikan PW NU NTB, PB Nahdlatul Wathan, PW 
Muhammadiyah NTB, Forum Silaturahmi dan Komunikasi Pondok Pesantren NTB, 
Ponpes Darul Muhajirin NTB, dan koalisi LSM pro-poor budget (YKSSI, YPKM, 
LSBH, SUAKA dan LOH). Salah satu agenda strategis gerakan ini adalah 
menyebarluaskan pemahaman dan pengetahuan tentang anggaran, serta 
membangkitkan semangat dan keterampilan teknis masyarakat dalam melakukan 
kerja-kerja advokasinya. Melalui sarana perkumpulan rakyat, baik majelis ta‟lim, 
pengajian, tablig, istigotsah, dan sebagainya. Heroiknya, deklarasi DPA juga 
disaksikan  gubernur, kepala daerah, DPRD dan pejabat TNI/Polri di NTB dalam 
memperjuangkan akses masyarakat  miskin. 
Fakta terbentuknya jejaring untuk perubahan kebijakan yang berpihak pada 
masyarakat miskin juga merupakan bentuk institusionalisasi perubahan pada tingkat 
masyartakat. Pelembagaan tersebut akan menemukan manfaatnya untuk terus 
mendorong atau setidaknya mempertahankan perubahan kebijakan. Model sinergi 
koalisi LSM dan ormas Islam di NTB, tampaknya perlu menjadi perhatian penting 
lembaga lain dalam hal institusionalisasi perubahan. Karena desain wadah DPA yang 
memosisikan koalisi LSM sebagai dewan eksekutif membuatnya strategis untuk terus 
menjalankan kerja-kerja DPA sekaligus menjaga keseimbangan di antara anggotanya. 
 
Keterlibatan Ormas Islam 
Asumsi kolaborasi LSM yang mewakili CSO dan ormas Islam yang mewakili 
MBO adalah sangat strategis. LSM memiliki kelebihan teknis advokasi dan 
sensitifitasnya terhadap persoalan struktural. Sementara ormas Islam memiliki 
kelebihan basis massa yang riil dan jejaring organisasi yang kuat. Selain itu ormas 
Islam telah memiliki aktivitas-aktifitas pelayanan publik sebelumnya, seperti 
pelayanan kesehatan dan pendidikan. 
Sebagian besar asumsi ini terbukti, meski tidak mudah mengkombinasikan dua 
kekuatan tersebut. Beberapa inisiatif dalam sepuluh kasus ini bahkan berjalan sendiri-
sendiri tanpa keterlibatan keduanya. Seperti inisiatif yang dikembangkan ALIT 
(Yayasan Arek Lintang) dan PWNA (Pimpinan Wilayah Nasiyatul Aisiyah) di 
Surabaya. Khusus kasus ALIT terjadi karena minimnya organisasi perempuan yang 
memiliki visi sama dalam memberdayakan anak jalanan dan keluarganya. Kalau pun 
ada, kegiatan organisasi tersebut cenderung bersifat hibah sporadis. Untuk mengajak 
ormas Islam pun pernah dilakukan ALIT, namun tidak berhasil membangun 
komitmen dengan mereka.  
Lain lagi dengan kasus PWNA, karena kekuatan jejaring Muhammadiyah di 
tingkat masyarakat menjadikannya relatif mandiri menjalankan aktivitasnya. Kalau 
pun ada keterlibatan CSO lain sebatas konsultasi pelaksanaan program. Sekaligus 
pula memperkuat pemahaman isu, seperti pelibatan dewan pendidikan Kota Surabaya. 
Sementara itu, bentuk kerjasama antara CSO dan MBO dalam kasus lainnya, 
terkategori dalam dua bentuk kerjasama. Pertama, CSO menjadi inisiator program, 
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sementara MBO menjadi partisipan. Kedua, CSO dan  dan MBO menjadi mitra yang 
saling berkontribusi dalam pelaksanaan program. 
Untuk kategori pertama, kasus penguatan RAPBS di Kota Malang yang 
partisipannya relatif heterogen menyebabkan MBO tidak begitu kuat keterlibatannya. 
Kalaupun mereka hadir dalam kegiatan advokasi dan perumusan pedoman RAPBS, 
namun tidak menonjolkan jejaring organisasinya.  
Begitu pula kasus pemberdayaan PKL Surabaya, keterlibatan ormas Islam bisa 
dikatakan minim. Keterlibatan organisasi semacam Fatayat, Hidayatullah, dan 
Muhammadiyah lebih pada bentuk-bentuk pelatihan. Tidak terlibat lebih jauh dalam 
advokasi memberdayakan PKL untuk perubahan kebijakan penataan PKL Surabaya. 
Contoh kasus kategori kedua lebih banyak ditemukan dalam sepuluh kasus ini. 
Seperti yang dilakukan koalisi LSM pro-poor budget yang berkolaborasi dengan 
ormas-ormas Islam di NTB, hingga berujung lahirnya DPA. Kasus di Kebumen, 
INDIPT berhasil meyakinkan PWNU dan jejaring „kyai kampung‟-nya untuk terlibat 
dalam advokasi perubahan anggaran di level desa. Bahkan komitmen itu diperluas 
dengan menggandeng Muhammadiyah untuk terlibat. Sementara advokasi anggaran 
pendidikan dan kesehatan di Lombok Barat berhasil diusung YKSSI berkerjasama 
dengan Fatayat NU dan LSM lainnya. 
Mengingat studi ini merekam sebagian program yang masih berjalan, maka pola 
kolaborasi CSO dan MBO ini bukan sesuatu yang permanen. Masih terbuka peluang 
untuk terus membangun kemitraan membantu masyarakat miskin. 
 
Strategi 
“Bridging Research and Policy Reform”. Itulah pendekatan dalam strategi atau 
desain program yang umum dibangun dalam sepuluh kasus inisiatif LSM dan ormas 
Islam dalam makalah ini. Aktivitas-aktivitas advokasi umum diawali studi atau riset 
sebagai landasan rasional untuk aktivitas berikutnya. Melalui hasil studi, organisasi-
organisasi tersebut membangun argumen logis untuk meyakinkan pengambil 
kebijakan akan perlunya perubahan kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin. 
Berbeda dari riset-riset kebijakan yang dikembangkan universitas, studi LSM 
dan ormas bukan sebatas riset yang hanya mengungkap symptoms (gejala-gejala) saja. 
Pasca studi, mereka berusaha keras untuk menjembatani hasil studi ke dalam bahasa 
dan gerakan advokasi hingga menghasilkan perubahan kebijakan yang dianggap 
menghambat.  
Hasil studi kemudian diangkat ke dalam diskusi umum dan seminar serta 
kampanye untuk menunjukkan perlunya perubahan pada publik. Secara bersamaan 
LSM dan ormas juga melakukan upaya-upaya lobbying and contacting terhadap pihak 
eksekutif dan legislatif daerah. Serta melakukan organising and strengthening pada 
tingkatan masyarakat.  Kombinasi ini ternyata menjadi bagian penting, hingga mampu 
mendorong perubahan.  
Strategi penting lainnya adalah penggunaan cara-cara informal terhadap 
masyarakat partisipan dalam program. Pelibatan kader PKK, posyandu, dan jejaring 
ormas Islam hingga level desa efektif untuk mendorong kesadaran dan keterlibatan 
masyarakat. Masyarakat yang terlalu rikuh dengan prosedur dan protokoler berubah 
menjadi cair tatkala didekati dengan cara-cara yang sesuai dengan kultur dan 
kebiasaan mereka. 
Hasil dari penggunaan desain program seperti ini ternyata efektif pula 
melahirkan sikap pemerintah yang semakin inklusif. Dalam kategori gerakan civil 
society, strategi yang dikembangkan dalam kasus ini sebagian besar tidak menerapkan 
model kooptasi negara atau model Hegelian. Tidak pula berupaya seratus persen 
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otonom dari negara atau model de Tocquevilian. Melainkan bekerjasama dengan 
negara (pemerintah) tanpa mengurangi independensi dan integritas untuk melakukan 
perubahan kebijakan. Tentunya dengan derajat yang berbeda-beda sesuai ideologi 
lembaga yang menjalankannya. 
 
Kemungkinan Replikasi  
Seluruh inisiator program berpendapat serupa berkaitan kemungkinan 
penerapan inisiatif yang telah dikembangkan (transferability) di daerah atau lokasi 
lain. Semua inisiatif bisa diterapkan di daerah lain. Asumsi ini dimungkinkan karena 
isu kemiskinan merupakan isu bersifat nasional. Selain itu, bidang advokasinya relatif 
sama, seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Terakhir, kesamaan juga muncul 
dalam desain program seluruh inisiatif atas sepuluh kasus ini. Artinya kompleksitas 
program tidak muncul secara ekstrim dalam inisiatif-inisiatif tersebut. 
Sedangkan perbedaan lebih banyak muncul pada derajat keterbukaan 
pemerintah daerah. Sangat mungkin suatu pemerintah daerah tidak menerima ide 
perubahan kebijakan dan kehadiran aktor di luar mereka.  
Terdapat pra-kondisi agar inisiatif-inisiatif ini bisa direplikasi di daerah lainnya. 
Yaitu mempertimbangkan dengan cermat perbedaan setting budaya dan politik 
setempat. Pengetahuan tentang hal ini penting, mengingat inisiatif yang berhasil 
dijalankan dalam setting budaya dan politik urban belum tentu sesuai dengan rural 
setting.  
Kemampuan mencermati setting budaya dan politik akan membantu 
menyiapkan desain perubahan policy networks di daerah pengadopsi. Mencermati 
aktor non-pemerintah dan kalangan pemerintah yang bisa masuk dalam policy 
networks perlu dilakukan kali pertama. Termasuk di dalamnya ormas Islam 
berpengaruh.  Kemudian memahami karakteristik masyarakat dan social incentive 
yang bisa memotivasi mereka.  
 
 
SIMPULAN DAN SARAN  
 
Kemampuan LSM dan Ormas Islam mendorong governance antikemiskinan 
seperti pengalaman di tiga provinsi relatif teruji. Tentunya dengan taraf keberhasilan 
yang berbeda-beda di tiap kasus dan daerah. Ada beberapa hal yang menjadi catatan 
dari paparan kasus-kasus tersebut. 
Pertama, desain governance yang relatif sama di tiap daerah dan tiap kasus bisa 
menjadi model bagi program-program sejenis. Terutama memberikan pelajaran bagi 
model kebijakan pengentasan kemiskinan yang selama ini dikembangkan pemerintah. 
Ukuran kehandalan bagi model yang telah berjalan ini bukan terletak pada perubahan 
kebijakan dan perluasan aktor dalam pengentasan kemiskinan saja. Lebih dari itu, 
indikator keberdayaan untuk terlibat dalam perubahan, sekaligus peningkatan 
kapasitas masyarakat miskin sangat penting diperhatikan. 
Kedua, setiap inisiatif merefleksikan setting budaya dan politik yang berbeda. 
Oleh karena itu meskipun garis besar desain program yang dikembangkan relatif 
sama. Namun pertimbangan kompleksitas lokal perlu menjadi perhatian seksama, 
sebelum menerapkannya di daerah yang berbeda. 
Selanjutnya, menjaga konsistensi advokasi adalah yang terpenting. Maka upaya-
upaya melembagakan inisiatif adalah langkah berikutnya yang perlu ditempuh. Secara 
formal bisa dilakukan melalui dorongan-dorongan agar inisiatif yang telah dibangun 
mendapat semacam komitmen untuk terus diterapkan. Pada tingkatan masyarakat, 
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pelembagaan sudah cukup berhasil dilakukan. Seperti, melalui upaya-upaya 
pengorganisasian masyarakat dan membangun komitmen dengan ormas Islam dan 
kelompok-kelompok masyarakat tertentu. 
Berikutnya, pembiayaan program adalah isu yang harus mendapat prioritas. 
Karakter pembiayaan CSO di Indonesia yang relatif belum mandiri, bisa mengadopsi 
cara-cara Ormas Islam yang dalam beberapa hal berhasil menghimpun atau 
menghasilkan sejumlah dana, melalui amal usaha, untuk pembiayaan program-
programnya. Selain itu, duduk dan berdiskusi bersama dengan lembaga donor untuk 
mencari alternatif fund raising perlu dilakukan pasca implementasi program. Jadi, 
evaluasi bukan menyangkut teknis dan hasil advokasi semata. Pun, mengkaji alternatif 
kontinuitas pembiayaan program.  
Terakhir, persoalan asumsi potensi kolaborasi antara CSO dan MBO dalam 
mendorong inisiatif antikemiskinan. Meski sebagian besar asumsi ini berjalan, namun 
tidak otomatis bebas dari hambatan. Karena secara empirik terdapat inisiatif yang 
dibangun CSO tidak mampu mengundang keterlibatan MBO. Seperti inisiatif yang 
dikembangkan ALIT di Surabaya. Begitu pula sebaliknya dengan yang dikembangkan 
PWNA, kurang berhasil mendorong keterlibatan CSO lebih luas. Kemungkinan 
perbedaan kepentingan antara CSO dan MBO dalam gerakan antikemiskinan 
merupakan satu penyebab. Begitu pula perbedaan basis ideologi perlu menjadi 
perhatian.  
Sehingga situasi seperti ini selayaknya menjadi koreksi tersendiri bagi inisiatif 
pengentasan kemiskinan dalam cakupan yang lebih luas. Terutama berguna untuk 
mempertajam framework program antikemiskinan yang telah dibangun selama ini. 
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